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Perempuan dalam Pusaran Desentralisas;

Oleh : Siti Malaiha Deyy;

Penerapan desentralisasi dalam sistem pemerintahan dinegara
kita Indonesia tercinta hingga kini telah berlangsung lebih dari
14 tahun, sejak tahun 1999 yaitu ketika dikeluarkanya Undan-
undang Pemerintah Daerah Nomor 24. Berbagai capaian pun
telah didapat diantaranya desentralisasi memberikan otonomi
luas bagi daerah untuk membangun daerahnya masing-

masing.

Disamping sebagaisebuah amanat perundangan, desentralisasi
adalah sebuah keniscayaan karena akan meningkatkan
partisipasi warga masyarakat dalam pembuatan kebijakan
publik (bahan kuliah Otonomi & Kerja sama antardaerah
DAP, Yuwanto, Ph.D) termasuk dalam proses perencanaan,
pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah. Warga
yang dimaksud adalah warga laki-laki maupun perempuan.

Bagaimana kondisi partisipasi perempuan di era desentralisasi?
Mengingat berbagai catatan menunjukan bahwa partisipasi
perempuan dalam pembangunan selama ini cukup buram.
Tulisan ini akan mengurai bagaimana gambaran partisipasi
perempuan dalam perencanaan atau formulasi anggaran desa
sebagai sebuah kebijakan publik di era desentralisasi.

Pengarusutamaan Gender dalam Penganggaran

Guna mewujudkan PUG dalam pembangunan, salah satunya
diimplementasikan dalam bentuk penganggaran (budgeting)
yang responsif gender, sebagaimana tertuang dalam Keputusan
Menteri Dalam Negeri RI Nomor 132 Tahun 2003 tentang
Pedoman Pengarusutamaan Gender di Daerah, pada Bab II,
Bagian Pertama tentang Perencanaan yang menyebutkan
bahwa PUG dalam perencanaan pembangunan disertai
dengan perencanaan anggaran yang responsif gender. Dengan
demikian, penganggaran sebagai bagian dari perencanaan
harus disusun dengan memperhatikan aspek kesetaraan dan
keadilan gender atau disebut dengan Anggaran Responsif

Gender (ARG).

ARG didefinisikan sebagai anggaran yang responsif terhadap
kebutuhan perempuan dan laki-laki dan memberikan
dampak/manfaat yang setara bagi perempuan dan laki-
Jaki (Mastuti, 2006: 9). Berdasarkan konsep tersebut, maka
yang disebut dengan ARG adalah anggaran yang memberi/
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g o s 1K s s e
a g jangan gender juga tampak pada partisipasi
belum seimbang antara laki-laki dan perempuan, seperti tampak
bang dimana keterlibatan perempuan sangat minim. Padahal,
g w_,;_komposisi jumlah penduduk perempuan di Kabupaten Kudus lebih
un, Jumlah perempuan tidak pararel dengan jumlah partisipasinya di
k. Ketimpangan tersebut menyebabkan kepentingan perempuan kurang
‘dalam pembangunan di segala bidang (Dewi, Jurnal Palastren, 2008:

pasi Perempuan Desa dalam Penganggaran

I;Lpakan salah satu desa di Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus. Desa
‘untuk dilihat mengingat posisi-posisi strategis pemerintahanya seperti
gla desa, sekretaris desa, dan wakil ketua BPD diduduki oleh kaum hawa.

i Desa Temulus sebangun dengan
u tahap perumusan masalah,

g: 119-123) yait
menyelesaikan persoalan, dan

paikan Winarno (200
f untuk

agenda, pemilihan alternati
ijakan.
ibagi iadi dua, yaitu
di Desa Temulus dibagi menja
::Ii:l;hpembahasan oleh tim. Pada tahap pe;ylrerapir;
um, organisasi darf e'ompl :
Ch:'ules Lindblom sebagaimana dikutip ole

idak resmi. Dikatakan tidak resm.i karena
! san kebijakan akan tetapl mereka
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tidak mempunyai kewenangan yang sah untuk membuat
keputusan yang mengikat. Sedangkan pada tahap pembahasan
dan seterusnya dilakukan oleh tim perumus yang oleh Charles
Lindblom sebagaimana dikutip oleh Winarno (2008: 123)
disebut sebagai pemeran tidak resmi.

Kesempatan perempuan untuk terlibat dalam formulasi
APBDesa Temulus Tahun 2012 dapat dikategorikan menjadi
dua. Pertama, sangat terbuka, yaitu pada saat penjaringan
aspirasi melalui forum khusus perempuan. Namun, meski
sangat terbuka, jika dibandingkan dengan kesempatan yang
diberikan kepada laki-laki melalui forum musyawarah RT/ RW
masih jauh jumlahnya.

Tahap selanjutnya
setelah perumusan
masalah  adalah
tahap pembahasan
yang meliputi
tahap penetapan
agenda, penentuan
alternatif, dan
penetapan
kebijakan.,
Kesempatan
perempuan untuk
terlibat dalam
ini terbatas yaitu

hanya mereka yang
menjadi anggota tim perumus APBDesa saja yang bisa terlibat.

.

Dilihat dari posisi perempuan dalam tim perumus, memang
sangat strategis, yaitu sebagai ketua, sekretaris, dan perempuan
yang terlibat juga cukup variatif, tidak hanya unsur PKK tetapi
ada unsur Ormas, perwakilan kelompok perempuan miskin,
akan tetapi secara kuantitatif, representasi perempuan
yang duduk dalam tim perumus anggaran tetap tidak
seimbang yaitu hanya 26 %. Angka ini belum mencapai batas
minimal bagi perempuan di sektor publik yaitu sebesar 30 %
sebagaimana diamanatkan dalam berbagai undang - undang.
Padahal, dengan menempatkan lebih banyak perempuan pada
lembaga pengambil keputusan diharapkan semakin banyak
kepentingan perempuan terakomodir (Ratnawati, JSP: 2004).
Selain itu, surat edaran Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan
Perencanaan dan Pemberdayaan Nasional Tahun 2005 juga
telah menginstruksikan keterwakilan kelompok perempuan
dalam proses musyawarah perencanaan dan pembangunan
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(subiyantoro, JB 2006: 7). Mk
menduduki posisi strategis, tern
masih terbatas. y

a bisa dikatakan bahwa meskipun perempuan
ata akses untuk masuk dalam formulasi anggaran

Berkaitan dengan kehadiran stake, 5
terlambat. Fakta ini menunjukkan p
dunia publik, perempuan tetap tid
memasak, merawat anak, dan mem
Daly dalam Tong (2003: 68) bahw
femininnya”. Apalagi untuk perem
domestiknya.

lders perempuan, memang tinggi, namun sering
ahw-a meskipun perempuan sudah berkiprah di
ak l.nsa melepaskan peran domestiknya seperti
b:ermhkan rumabh, sebagaimana diungkapkan oleh
a "Perempuan tidak mungkin melepaskan nature
puan Desa Temulus, sangat sulit melepaskan peran

erkait dengan ki .
gembahasangyan;][l:; ;’ililms;:igl'an stakefu_ﬂders perempuan dalam forum-forum
simal, hal ini menunjukan bahwa dengan kedudukan
y:'mg sama seorang. perempuan belum tentu memiliki peran yang sama, seperti yang
dikatakan ole_h Kodiran bahwa role expectation yang dihubungkan denga'n status tidak
by B, o TAng dalam status yang sama akan bertindak dalam cara yang sama
pula(Kognt]'oronmgrat. 1990:12), karenaadabeberapafaktoryangmempengaruhinya
antara l'am Fmgkat pendidikan, latar belakang organisasi, pengalaman, dan in[ensitas'
komunikasi yang dibangun perempuan dengan organisasi lain. Sebagaimana
dikatakan oleh Thoha (2003: 70) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi sikap
dan perilaku seseorang dalam melaksanakan perannya, di antaranya adalah latar
belakang organisasi yang dimiliki, tingkat pendidikan, pengalaman, dan komunikasi
yang dibangun.

Kendala Perempuan dalam Formulasi Anggaran

Bila dipetakan, terdapat dua kendala besar yang dihadapi oleh stakeholders
perempuan dalam formulasi anggaran desa, yaitu kendala yang bersifat internal,
dan kendala yang bersifat eksternal. Kendala internal yang dimaksud adalah kendala
yang berasal dari diri stakeholders perempuan itu sendiri dalam memperjuangkan
kepentingan perempuan dalam anggaran desa. Kendala tersebut oleh M.Z. Lawang
(2004: 10) disebut sebagai kendala yang terkait dengan human capitalyang menunj uk
kepada kemampuan yang dimiliki seseorang melalui pendidikan, pelatihan dan
atau pengalaman dalam bentuk pengetahuan dan ketrampilan yang perlu untuk

melakukan kegiatan tertentu.
ikan dan pengalaman, sebagian stakeholders

perempuan bisa dikatakan kurang. Selain hanya lu!usan SLTA n.lereka juga tid_ak
terbiasa dengan urusan publik karena selama i.ni 1e§{h berku.tat 41 ranz%h domest'lk.
Selama ini, urusan publik dipandang sebagai aktivitas laki-laki. Sehmgga. keul.(a
mereka berada di ranah publik, sifat malu, takut, dfm kurang percgya dll'-l masih
terbawa. Berdasar pada hal tersebut maka kend'ala 'mternal yang dlhadaplp ;rlx)tara
lain; 1) Perempuan merasa tidak mampu mengikuti proses penyusunannArn r;:-
karena pendidikan rendah dan terbatasnya PengEIahu:;n' se‘r‘;a \;a:vz;ada af- dar;
2) Perempuan khawatir akan ditertawakan oleh peserta allg ;1tabei :n an};a. o
3) Konflik peran yang dialami stakeholders perempuan akiba g yang

diemban.
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harus membersihkan sampah mereka. Kertas itu ditempel
di kamar atau di pintu di rumah atau kos mahasiswa. Hal ini
dimaksudkan bahwa mahasiswa mudah melihat kertas itu,
sehingga mudah menghafal dan menguasai mufradat.

Wajah-wajah sumringah terlihat saat melakukan rihlahini. Cara
ini dilakukan tiap semester dan setiap kelas. Sebagai evaluasi,
berdasarkan hasil wawancara dengan mahasiswa, ditemukan
bahwa mereka merasa senang dengan cara ini dan cukup efektif
untuk meningkatkan kosa kata mereka (Muflichah, 2013).
Karena menurut mereka, menguasai mufradat merupakan
salah satu kesulitan dalam belajar bahasa Arab. Sedangkan
Arifa dan Chamidah (2012) mengatakan bahwa pembelajaran
bahasa khususnya bahasa Arab kadang-kadang mengalami
kendala-kendala. Salah satunya kemungkinan dikarenakan
materi gawaid yang digunakan kurang tepat. Oleh karena itu
perlu ada pengembangan bahan ajar dan juga metode van :
disesuaikan dengan karakteristik mahasiswa dan karakter s)i(swg
ya.ng menggunakannya (Belawati, 2003). Untuk mengatasi hala
ini, hal yang dilakukan adalah mengintegrasikan materi qa id
ke dalam teks secara langsung. Ketika mahasiswa meq ‘l')V&l
nash, mereka akan diminta menyebutkan sub ek i .a i
dan obyek dalam satu jumlah, sehin e ERdi
' gga ketika pindah ke
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jumlah berikutnya, mereka tetap mengetahui siapa subyeknya,
meskipun (dalam bahasa Arab) sering tidak disebutkan. Agar
mudah memahami penggunaan kaidah-kaidah bahasa Arab,
dosen menggunakan logika berbahasa Indonesia. Seperti
membandingkan bagaimana posisi subyek dalam bahasa
Indonesia dan Arab.

Kembali ke soal evaluasi, Depdiknas (2005) mengemukakan
bahwa penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan secara
berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan, dan
perbaikan hasil dalam bentuk ulangan harian, ulangan tengah
semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas.
Penilaian ini digunakan untuk:

- menilai pencapaian kompetensi peserta didik;
- bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar; dan
— memperbaiki proses pembelajaran.

Penilaian hasil | penilaian hasil belajar oleh pendidik
belajar oleh

pendidik dilakukan | Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan secara
secara berkesinam- | berkesinambungan, bertujuan untuk memantau proses dan
bungan, bertujuan | kemajuan belajar peserta didik serta untuk meningkatkan
untuk memantau | efektivitas kegiatan pembelajaran. Penilaian ini dilaksanakan
proses dan dalam bentuk penugasan, ulangan harian, ulangan tengah
kemajuan belajar | semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas.
peserta didik Berbagai macam ulangan dilaksanakan dengan menggunakan

sertauntuk | teknik dan instrumen yang sesuai dengan kebutuhan.

meningkatkan
efektivitas kegiatan
pembelajaran | (a) Menilai pencapaian kompetensi peserta didik,

Penilaian hasil belajar oleh pendidik digunakan untuk:

(b) Bahan penyusunan laporan hasil belajar,
(c) Memperbaiki proses pembelajaran.

Penilaian dilakukan dengan menggunakan berbagai instrumen
baik tes maupun nontes atau penugasan yang dikembangkan
sesuai dengan karateristik kelompok mata pelajaran. Penilaian
yang dilakukan oleh pendidik harus terencana, terpadu,
menyeluruh, dan berskesinambungan. Dengan penilaian ini

diharapkan pendidik dapat:
(a) Mengetahui kompetensi yang telah dicapai peserta didik,
(b) Meningkatkan motivasi belajar peserta didik,

(c) Mengantarkan peserta didik mencapai kompetensi 'ﬂmg
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telah ditentukan,

(d) Memperbaiki strategi
pembelajaran,

(e) Meningkatkan akuntabilitas
sekolah.

Ulangan tengah semester,
ulangan  akhir  semester,
dan ulangan kenaikan kelas
dilakukan oleh pendidik di
bawah koordinasi satuan
pendidikan.

Sedangkan pelaksanaan rihlah
shghirah idealnya adalah di awal-awal pertemuan, tetapi jika
cara ini digunakan juga sebagai salah satu alat evaluasi untuk
mengetahui kemampuan mahasiswa, bisa dilakukan di tengah
atau bahkan di akhir semester.
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